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PUTUSAN
Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cearai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama lIslam, pendidikan SMK, pekerjaan
Sopir tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
sebagai Pemohon;

melawan
TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di
Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam atau di
luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon,
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 07
Oktober 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 20 April 2006 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :
NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh
Kota, tanggal 08 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

di rumah kontrakan di Padang lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon
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dan Termohon sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah

orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisabh;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
3.1. ANAK | PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 januari 2007;
3.2. ANAK Il PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 Mei 2008;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 mulai tidak rukun atau
goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala
rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan
sepengetahuan Pemohon;

4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu
rumah tangga, seperti jarang menyiapkan makan dan minum
Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

4.3. Termohon sering menghabiskan uang belanja rumah tangga sebelum
waktunya (boros);

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan
Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya,
tetapi Termohon tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 yang
disebabkan ketika itu Pemohon beserta keluarga berusaha menasehati
Termohon untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon langsung
mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang tua Pemohon,
sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah memberikan kabar berita
tentang keberadaannya, dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu
keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon, dan
Pemohon ada melampirkan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari
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KABUPATEN LIMAPULUHKOTA Nomor : NOMOR tanggal 06 Oktober
2016;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan
oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis
hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna
memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan
putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap
sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui mass media radio Arief dengan relaas panggilan Nomor
0532/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 13 Oktober 2016 dan 14 Nopember 2016
yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai denganTermohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat
1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR tanggal 08 Juni
2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai
cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis,
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON vyang
dikeluarkan oleh Wali Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago
Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor NOMOR tanggal 06
Oktober 2016 telah bermaterai cukup dinazegelen, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;
Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi

adalah Tetangga Pemohon Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak
Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada 20 April 2006
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina
rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh
Kota,;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak
sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun,
namun sejak bulan Januari 2009 tidak rukun lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengakaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan langsung
Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah
tanpa seizin Pemohon, Termohon lalai terhadap kewajibannya sebagai
seorang isteri dan Termohon suka menghabiskan uang belanja / boros;
- Bahwa yang Saksi lihat Pemohon telah pisah rumah sejak bulan
Agustus 2014, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;
- Bahwa dimana keberadaan Termohon sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan
menanyakan kepada keluarga Termohon di Medan akan tetapi tidak
berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan,
penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh
Kota, saksi adalah Tetangga Pemohon Pemohon;
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak
Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada 20 April 2006;
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- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina
rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh
Kota sampai berpisabh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak
sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun,
namun sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengakaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar, tetapi yang saksi ketahui dari mendengar cerita dari
Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah
tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka menghabiskan uang belanja
/ boros;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih
kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa dimana keberadaan Termohon sekarang Saksi tidak tahu;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan
menanyakan kepada keluarga Termohon di Medan akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan,
penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut
di atas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan  Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif
berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat
diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus
dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150
R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan
berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, jo. Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut,
Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon
telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2006, oleh karena itu
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harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan
syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa
permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak
bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan
tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon,
Termohon lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon
suka menghabiskan uang belanja / boros dan puncak pertengkaran dan
perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014 akibat pertengkaran tersebut
antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan asli surat yang
khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa
benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 30 Mei 2015 dan
sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk  membuktikan  kebenaran  dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi
yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang dalam
penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172
R.Bg., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan
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Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi
Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua
orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan
atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan
untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan
sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang
mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, meskipun
keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum
(Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-
sebab / alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak) timbulnya perpisahan
tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para
saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,
maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor
299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan
keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon,
karena sejak persidangan kedua sampai dengan putusan atas perkara ini
dijatuhkan, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan,
meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memanggil kembali

Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti
dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2009
tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014;

c. Bahwa keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang
berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya
perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang
relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 vyang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah
telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya
hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah
tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan
sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah
berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2
tahun, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya
unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan
bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat
dikatagorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh
sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi
mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak
mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi sebagai berikut :

Jass Ladl] 1oioudl 15l ASmdil 2 o850 515 O ailils Ses
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di
atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan
mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa
mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus Ilebih
diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah
figh yang berbunyi sebagai berikut

tlloot | > o g | aww Laall i,
Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis
Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada
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harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga,
dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan
hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap
Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Payakumbuh mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago
Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Payakumbubh;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk
mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftar dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M bertepatan dengan
tanggal 19 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Dra. Zurniati sebagai Ketua Majelis,
Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Roli Wilpa, S.H.l.,, M.Sy. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Efidatul Akhyar, S. Ag. Dra. Zurniati
Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.H.l., M.Sy
Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H

PERINCIAN BIAYA :
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
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Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
PNBP lainnya : Rp 5.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp _ 6.000.00
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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